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SOP PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA, baik dari aspek Manajemen Administrasi

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

dan

Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih
cepat tercapainya Sasaran secara efektif.
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Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi
yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
dalam Proses Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan yang Berhadapan
dengan Hukum;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Peradilan Yang
Berada di Bawahnya;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
untuk Kepentingan Penegakan Hukum;
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri
Tinggi dan Pengadilan Negeri;

1. S1;
2. D3
3. SMA/Sederajat.




13.

Keputusan Direktur Jenderal Peradilan
Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pidana 1. Komputer/Laptop;
2.  SOP Kepaniteraan Perdata 2. Printer;
3. SOP Kepaniteraan Tipikor 3. Alat Tulis Kantor (ATK);
4. SOP Kepaniteraan PHI 4. Buku Register,
5. SOP Pelayanan pada PTSP Bagi| 5. Lembar Penilaian Personal;
Penyandang Disabilitas. 6. Mesin Antrian Otomatis;
7. Kartu Antrian Prioritas;
8. Kursi Roda, Tongkat, Alat Bantu Dengar,
Prosedur Braile,
9. Jalur Disabilitas/Guiding Block;
10. Kursi Tunggu Prioritas;
11. Ruang Sidang untuk Penyandang Disabilitas.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai.

1.
2.

Dokumen Terkait;
PTSP Antrian Sidang.
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitas Satpam/ P:E?sg;s Pendamping I;e'::. ?:: Persyaratan/ Waktu Output
Petugas Disabilitas** Sidang Perlengkapan W
1. Menerapkan  3S
dan memberikan Kisin Anitiiar
kartu antrian (:) Otomati 5 N
prioritas  kepada OmaNs, ) omor
Penyandang Karlt._l Aptnan menit Antrian
Disabilitas* Prioritas
2. Memanggil
Penyandang Yy
Disabilitas  (atau Pen
! yandang
dapat dibantu oleh . Disabilitas
Pendamping Kag‘f A,?t”a“ 5. | iwdupptian
Disabilitas) sesuai LI menit panggilan
dengan kartu otomatis
antrian prioritas
3 Menerima
I[;ir;'?]gl:‘onan Petugas PTSP
menerima
penyandang P ;10;:13 n 10 permohonan
disabilitas yaitu e menit layanan untuk
kehadiran dalam Personal hadir dalam
persidangan persidangan
4. Mengisi form
penilaian personal
dan melaporkan A 4
kehadiran Form :
penyandang Penilaian 16, LaHasﬂ
disabilitas kepada Personal menit yanan
petugas antrian
sidang
5. Membantu
penyandang
disabilitas
memasuki area Kursi Roda, .
tunggu melalui Tongkat, Alat Mekanisme
jalur khusus/ Bantu Dengar, 15. pelayanan
menggunakan Jalur menit khus_usi
fasiltas yang Disabilitas prioritas
disediakan oleh
pengadilan
6. Mengarahkan
penyandang v
disabilitas (atau Kursi Roda,
dapat dibantu oleh Tongkat, Jalur
Pendamping Disabilitas, 30 Mekanisme
Disabilitas) Ruang Antrian i pelayanan
menuju ruang Sidang, sy khusus/
antrian sidang/ Tempat Duduk prioritas
tempat duduk Prioritas
prioritas




7. Membantu Kursi Roda,
penyandang Tongkat, Alat
disabilitas Bantu Dengar, Mekanisme
memasuki ruang Jalur 15 pelayanan
sidang untuk Disabilitas menit khusus/
penyandang Ruang Sidang prioritas
disabilitas Prioritas

8. Mendampingi Kursi Roda,
penyandang Tongkat, Alat
disabilitas selama Bantu Dengar, .

ersidangan Jalur jam :
7 : Disabilitas a Persidangan
Ruang Sidang
Prioritas

9. Mengantarkan
penyandang
disabilitas menuju Mekanisme
pai keluarl_ Jalur 15 pelayanan
Seonpat Pk Disabilitas | menit khusus/
kendaraan neld

prioritas

penyandang
disabilitas

Penjelasan:

*

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak (Bagian |.4.1 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peradilan
Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi
Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri).

ok

Pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang jenis,
tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendamping terhadap
penyandang disabilitas, termasuk dari pihak keluarga (Bagian 1.4.11 Lampiran Keputusan Direktur
Jenderal Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri).

Ketersediaan pendamping disabilitas berdarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri
Palangkaraya Kelas IA dengan Yayasan Sapda Yogyakarta Nomor W16-U1/1934/HM.01/6/20222
Nomor 028/SAPDA/MoU/NVI/2022 tentang Kerjasama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang
Disabilitas.

*kdk

Jangka waktu antrian sidang bersifat dinamis dan pelaksanaannya mempertimbangkan kehadiran para
pihak secara lengkap.

*kkdk

Jangka waktu persidangan bersifat dinamis.

Pada proses persidangan Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui
Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah yang disediakan. Hakim dapat menunda proses
persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi Pendamping Disabilitas dan/atau
Penerjemah (Pasal 19 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri).



